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Abstrak 
Keberhasilan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui (a) Perampingun 
struktur organisasi pemerintahan pusat, dun memberdayakan aparatur 
pemerintahan daerah., (6) Konsistensi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan 
peraturan perundangan yang berlaku, (c) Pendistribusian kembali aset-aset 
produhi (tanah) kepada oleh masyarakat, (d) Penegakan hukum secara tegas dun 
nyata, dun (e) Pembinaan dan menumbuhkembangkan kreuhifias masyarakat, 
sehingga budaya konsumhx pisimistif dan sSfat menunggu akan berubah menjadi 
budaya produldif dan inovati5 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kemandirian masyarakat daiam bidang ekonorni, poiitik dan sosial budayaan akan 
menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di pedesaan. 
A. Pendahuluan 
kebebasan poliik, keadilan hukum. kemerdekaan bemrestasi 
berpartisipasi dan kesamaan kesempatan merupakan nilai inti dari pembahgunan: 
Sedangkan tujuannya adaalah, pertama meningkatkan keseiahteraan dan perluasan 
distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup- yang pokok, kedua 
peningkatan standar kehidupan yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan 
tapi juga penambahan penyediaan lapangan usaha dan kesempatan kerja, 
perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, perhatian terhadap nilai-nilai kultural 
dan kemanusiaan yang semuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki 
kesejahteraan meteriil, malainkan juga menumbuhkan jati d i i  pribadi daerah yang 
bersangkutan, dan ketiga perluasan pilihan-pilihan kegiatan ekonomi dan sosial 
bagi tiap individu secara keselumhan, yakni kebebasan dari belitan sikap 
menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang-orang lam,'namun 
joga terhadap kekuasaan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. 
Kusnaedi (1995) mejelaskan bahwa pembangunan berkaitan dengan proses 
pertumbuhan (groeth), pemulihan keadaan sosial (recantmction), mekanisasi, 
perubahan sosial (social change), pembaharuan (inovation) dan pembebasan. 
Tantangan utama dalam pemban'gunan adalah meningkatkan kesejahteran 
masyarakat melalui perbaikan kualitas kehidupannya. Goulet (tlalam Todaro, 
1999) menjelaskan tentang nilai inti dm nilai tujuan pembengunau Nilai Inti 
Pembangunan meliputi per tha kecukupan, yakni suatu kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan 
keamanan, kedua jati diri, yakni menjadi manusia seutuhya Kehidupan yang 
serba lebih baik adalah dari diri sendui untuk merasa diri sendiri lebih pantas dan 
layak melakukan dan menjelaskan sesuatu, Ketgia kebebasan, yakni kemerdekaan 
manusia. 
Pengalaman Negara Pakistan dan negara sedang berkembang l a h y a  
bahwa pertumbuhan tidak banyak manfaamya dan seluruh proses pembangunan 
melahirkan goncangan sosial sifatnya. Mahbub U1 Haq (1983) mempertanyakan 
"apa yang salah sebenarnya dengan proses pembangunan': apa dosa yang telah 
mereka buat atas nama pertumbuhan yang cepat. U1 Haq merinci, ada 7 (tujuh) 
dosa perencanaan pembangunan diiegara-negara berkembang, yaitu: (1) 
Pemujaan ferhadap angka pertumbuhan ekonomi. (2) Pengendalian yang 
berlebihan. (3) Penanaman modal hayalan. (4) Model-model pembangunan yang 
sering berubah-ubah. (5) Perencanaan dan pelaksanaan dipisahkan. (6) Sumber 
daya manusia diabaikan. (7) Pertumbuhan tanpa keadilan 
Wujud dari Pembangunan h a s  dapat mebasmi bentuk-bentuk terburuk 
kerniskinan, menentukan ukuran minimum (ambang bawab) konsumsi yang 
hendak dicapai seperti ukuran minimum gizi, pendidikan, kesehatan dan 
perurnahan dalam kurun waMu tertentu, pembukaan lapangan pekerjaan hams 
dijadikan sebagaai tujuan utama guna memanfaatkan seluruh tenaga kerjha. 
Peter F. Drucker (1974) menolak istilah "under developed county" bagi Negara- 
negara yang terbelakang. Drucker Iebih memiiih menggunakan islitas "under 
rneneged counhy" karena ketertinggalan negara disebabkan oleh salab urus dalam 
semua dimensi Hal yang senada juga diberikan oleh Barzelay (1982) bahwa pada 
dasarnya masyarakat sudah muak dengan birokrasi karena bekerja lamban dan 
bersifat rakus. Oleh karena itu perlu dibangun birokrasi dengan paradigm baru 
yang intinya adalah p e m b a h m  manajemen Osbome dan Gaebler (1982) 
mengatakan bahwa kegagalan pemerintah saat ini bukan pada apa "what" yang 
dikerjakan oleh pemerintah, malainkan bagaimana pemerintah mengerjakan 
''how", yang tidak lain adalab manajemen. Osbome yang berkolaborasi dengan 
Peter Plastrik (1996) menyara.nkan perlu memangkas birokarasi agar lebih 
ramping dan efektif. Pemikiran mi sejalan dengan pandangan Savas (1997) 
mengenai perlunya privatisasi dalam rangka perampingan birokrasi dengan 
memilah dan memilih fungsi-fungsi publik yang dapat diselenggarakan oleh 
pemerintah dan masyarakat. 
Mcleod (1998) mengemukakan bahwa krisis multidimensional yang 
terjadi di Indonesia tahun 1998 sebagian besar disebabkan salah urus pa& semua 
sektor, terutama sektor pemerintah. Negeri yang memiliki kekayaan alam yang 
sangat luar biasa, bukannya menjadi negara makmur dan sejahtera, malahan 
nyaris bangkrut dan sekarang menanggung hutang luar negeri yang sangat basar. 
Konsep good governance yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan UNDP 
intinya ialah merupakan upaya unmk melakukan pembaharuan manajemen 
pemerintahan, karena governance cara atau implimentasi untuk menjalankan 
fungsi-fungsi pemerintahan secara lebih baik, agar membuat masyarakat manjadi 
demolaatis dan sejahtera. Pembahan tersebut untuk mengubah suatu keadaan 
pemerintahan yang jelak (bad government) menuju pada kondisi pemerintahan 
yang baik (good governance). Wasistiono, (2006). 
Manajemen sebagai ilmu t e ~ s  berkembang, dan saat ini sudah mancapai 
generasi k e l i i  Sektor pemerintah ~umumnya baru masuk menggunakan 
manajemen generasi kedua atau ketiga. Dengan demikian, dari segi manajemen 
saja, sector pemerintah jauh tertinggal dibandimgkan sector swasta. Tidak 
mengherenkan jika Ingrahan Romzek dkk (1994) menyarankan agar sector 
pemerintah belajar dari sector swasta yang sukses. Manajemen geuerasi kelima 
sudah banyak menggunakan teknologi inform as^ pada gilirannya akan merubah 
berbagai konsep mendasar mengenai bekerja dan kantor sebagai tempat bekerja. 
Melalui konsep '' mobile ofice" misaInya, pegawai dapat bekerja dimana saja 
tanpa harus setiap hari datang berkumpul di bangunan yang disebut kantor. 
Melalui e-mail atau teleconference, orang dapat s a h g  berhubungan di barbagai 
tempat. 
B. Pembahasan 
1. Pendekatan Top-Down 
Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab 2002) menjelaskan bahwa 
implimentasi pedekatan ini akan efektif apabila birokrasi melaksnakaonya 
mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan ('petunjuk pelaksana dan petunjuk 
teknis). Esensi dari pemikiran kedna pakar ini adalah melihat implientasi 
kebijakan merupakan fimgsi dari 3 (tiga) variable, yaitu: Karakteristik 
permasalahan. Mudah atau tidaknya permasalahan yang digarap i t u k  
dikendalikan, strukhv manajemen program yang tercermindalam berbagai aturan 
yang mengoperasionalkan kebijakan. Kemampuan keputusan kebijakan untuk 
mens!ddwkan secara tepat proses implimentasinya, &tor diluar peraturau 
Pengamh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan 
tujuan yang dibnat dalam keputusan kebijakan tersebut. Implimentasi ketiga 
fungsi ini penekanannya terpusat pada koordinasi, kompliansi dan control yang 
efekitif, dan cendemng mengabaikan faktor manusia sebagai target group, 
tennasuk peran aklor lain. tiap tahap implimentasi akan berpengaruh terhadap 
tahap yang lain, seperti tingkat kesediaan kelompok sasaran untuk mengindabkan 
ketentuan-ketentuan yang ada dalam keputusan kebijakan dari instansi pelaksana 
serta akan berpengamh terhadap dampak nyata (actual impact) dari keputusan- 
keputusan tersebut 
2. Model Pendekatan Boftom Up. 
Smith (1973) melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan social 
dan poli* dimana kebijakan pemerintah dibuat untuk mengadakan pembahan 
dalam masyarakat. Agar implimentasi kebijakan mencapai sasaran d m  tojnan, 
maka model bottom up perlu mempertimbangkan hal-ha1 sebagai berikut : (a) 
Hubungan interaksi antar organisasi takait, @) Aspek interaksi dan hubungan 
antar pemerintah (state) dan rakyat (society), (c) Implimentasi mampu 
mengartilculasikan kepentingan dan bargening berbagai pihak, (d) Aspek 
lingkungan yang sangat komplek dan. (e) Alur dan struMur kelembagaan untuk 
mengimplimeutasi kebijakan Smith menggunakan teoritisnya dalam b e d  
system, dimana apabiala suatu kebijakan sedang diterapkan, maka interaksi di 
dahm dan di atara variable dapat mengakibatkan ketidak sesuaian (discrepancies) 
dan ketegangan. Ketergangan akan menghasilkan pola-pola interaksi yang tidak 
tetap berkaitan dengan tujuan suatu kebijakan dan pola-pola interaksi tersebut 
mungkin melahirkan lembaga-lembaga tertentu seMgus dijadikan urnpan balik 
dalam bent& peredaan tegangan dan diiembalikan ke dalam matrik pola-pola 
ternsaksi dan kelembagaan. Dalam iraktek; karena berbagai keterbatasan 
masyarakat (targer group) seperti kemampuan, pendidikan, keterampilan serta 
kesadaran masyarakat masih rendah. Yang terjadi, masyarakat tetap berada dalam 
posisi yang tertekan karena kecilnya "bergainning power" mengahadapi policy 
actor. Sehingga yang terjadi adalah "contra effect", dimana proses interaksi, 
tawar-menawar dan kompromi jusru terjadi antara actor kebijakan, bukan antara 
actor kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. 
3. Model Pendekatan Sintesis. 
Mode1 sintesis merupakan perpaduan antara pendekatan top down dan 
pendekatan botton up. Model sintesis ini problem yang ada pada implementasi 
kebijakan yang muncul dari masing-masing pendekatan akan dapat teratasi 
Artinya dengan pendekatan model sintesis akan meminimalisu terjadinya 
kegagalan-kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Sabatier (1986) 
adalab salah satu ahli yang menyepakati model sistesis mengemukakan bahwa 
sintesis dari dua model (top-down dan boEom-up) dimungkinkan dengan melihat 
pandangan dari Hjern dan Porter (implernentasi sebagai hubungan intern 
organisasi). Sintesis disempumakan melalui pemakaian kontehpolicy-sub system 
di mana semua aMor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik 
dan kebijakan. Untuk mencemati maksud dan tujuan klasiaasi variabel-variabel 
tersebut maka tujuan dan sasaran program hams jelas dan konsisten, karena itu 
rnerupakan standar evaluasi dan sarana yang legal bagi birokrat pelaksana untuk 
menggerakkan sumberdaya yang adz 
Memperhatikan uraian di atas, maka pada dasamya implementasi 
kebijakan dapat dilakukan dengan tiga model pendekatan yaitu : (1) Pendekatan 
dengan model top-down; (2) pendekatan dengan model bottom-up; dan (3) 
pendekatan model sintesis. Ketiga model tersebut masing-masing mempunyai 
kekurangan dan kelebihan. Pendekatan model top down mempunyai kelebihan 
pada kesederhanaan dan keterpaduan serta memaksimakan prilaku berdasarkan 
pemikian tentang sebab akibat dan pertanggung jawabannya bersitit singel atau 
penuh. Sedangkan kekurangannya terletak pada bukti-bukti penting dan 
kemampuan pelaksanaan karena model ini tidak memperhitungkan level atau 
peran aktor lain sehingga mengabaikan faktor manusia sebagai target group. 
Pendekatan bottom up lebih menekankan pada realisme dan kemampuan 
pelaksanaan, membuka peluang terjadinya transaksi melalui proses negosiasi atau 
bargaining untuk meughasilkan kompromi atau konsesus terhadap implementasi 
kebijakan. Kelemahan model ini nampak dari mash diragukannya kemampuan 
badadlembaga atau unit pelaksana saat implementasi kebijakau 
Pendekatan sintesis merupakan perpaduan antara kedua model tersebut 
(model top down dm modeI bottom-&. Dengan perpaduan tersebut diharapkan 
proses implementasj kebijakan akan dapat terselenggara secara lebih efektif, yakni 
dengan memadukan antara tanggung jawab dan kepercayaau M e m t  Nugrogo 
(2006), teori perencanaan pembangunan melalui empat bentuk Pertama, 
perencanaan sebagai reformasi sosial (planning as social refonn) dimana peranan 
pemerintah sangat sentral dengan sistem perencanaan untuk masyarakat for 
people) memakai pola atas bawah (top down) dengan sistem bertingkat dan 
partisipasi politiknya terbatas. Kedua, p.erencanaan sebagai analisis kebijakan 
(plmingpoliq analisis) dimana pemerintah bersama masyarakat memmuskan 
pennasalahan dan menyusun berbagai alternatif kebijakan. Perencanaan 
dilakukan secara desentraUasi bersama masyarakat (not for people, but with 
people). Ketiga, perencanaan sebagai proses belaajar sosial (planning us social 
learning) dimana pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan perencanaan 
dilakukan oleh masyarakat dengan cara desentralisasi memakai pola dari bawah 
ke atas (bottom up). Keempat, perencanaan sebagai mobilisasi nasional @lanning 
as mobil~zation). 
C. Implimentasi Strategi Pembangunan di Beberapa Negara 
Hasil kajian Jhon, C. H, Fei, Gustav Ranis (1979), dan Shirley W, Y, 
Gerrit Huizer, (1970), Keith G r S i  (1976), dan Richard W. Gable dan J. Fred 
Springer (1976) dalam Einamo, 2003 menilai peran organisasi-organisasi desa di 
dalam kerangka pembangunan pedesaan di tiga negara, yakni Talwan, Thailand 
dan Filipina. Di Taiwan, pembangunan desa berdasarkan pada pengembangan 
strategi transpormasi teknologi dan reorganisasi lembaga yang ada. Para petani 
kecil mempunyai peranserta dalam pembanguan pedesaan. Pemilikan tanah 
didistribusikan secara merata ke dalam unit-unit keciL Dengan demikian, para 
petani mempunyai akses dalam meperoleh pengairan, pupuk, teknologi, informasi 
dan kredit. Transpormasi teknologi sudah dimulai sejak tahun 1920-an dengan 
memperkenalkann jenis bibit padi yang barn, penggunaan pupuk kimiawi serta 
sistem pengairan (irigasi). Sedangkan reorganisasi lembaga dipusatkan ditiga 
bidang: Pertama, land reform pembagian tanah yang merata pada petani dengan 
alasan (1) meningkatkan kondisi kehidupan petani miskin, (2) memenuhi 
permintaan paugau dalam negeri (domistik) yang tms meningkat sejalan dengan 
peningkatan jumlah penduduk Kedua, reorganisasi asosiasi-asosiasi petani dan 
koperasi yang ada agar para petani dapat melakukan pengawasan secara langsung 
terhadap organisasi tersebut Ketiga, memanfaatkan t&-tanah terlantar, 
pengairan dan pupuk serta input-input lainya secara l e b i  efektif. Dengan 
demikian, semna petani dapat berperan dan memiliki akses yang sama dalam 
perhimpunan itu. Akhirnya, pola pembangunan pedesaan topdown dan bottom-up 
dapat menunjang keberhasilan perhimpunan petani dalam membedan 
sumbangannya untuk mempromosikan pembangunan pedesaan. Di Tailand, 
strategi pembangunan dirancang perencanaan pembangunan yang berorientasi 
pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional melalui pendekatan 
teknokratik. Pemerintah menyandarkan dm pada birolcrasi sebagai sarana yang 
sangat bemanfaat untuk memmjang pembangunan pedesaan. Disamping itu, 
heinginan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar pada masalah- 
masaalah stabilitas nasional memberikan kepercayaan kepada birokrasi 
Walaupun pemerintah sudah bernpaya mendirikan bank pertanian dan kopesasi, 
namun intervensi pemerintah pusat yang be* ketat, prosedur pkminjaman yang 
lebih m i t  dan bertele-tele, akhirnya banyak petani kecil lebih suka mendapatkan 
pinjaman dari lembaga-lembaga nonpemerintah seperti tuan tanah, saudagar, dan 
tok-toko setempat yang menurut mereka lebih mudah dibandingkan dengan 
koperasi yang didukung oleh pemerintah. Sehingga kemiskiian di Thailad 
semakin luas, komplik kelas antara petani kaya dan buruh tani semakin melebar. 
Akhimya, pembangunan pedesaan tidak mampu mengurangi masalah-masalah 
penyewaan tanah, kemiskkmn desa, kesenjangan ekonomi dan sebagainya 
Di Filipina, pembangunan pedesaan mendapat prioritas utama Pemerintah 
memandang babwa peningkaatan produktivitas pangan sangat penting bagi 
pembangunan ekouomi Diharapkan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat 
dan semakinn meningkatnya impor beras, maka mulai tahun 1966 pemerintah 
mulai sungguh-sungguh mengembangkan program revolusi hijau. Pemerintab 
menggunakan birolaasi sebagai instrumen utama dalam pembangunan desa 
Strategi yang dipergunakan kepada para petani dengan memberikan kredit dan 
paket input teknologi. Mereka beranggapan bahwa keterbelakaangan terjasi 
sebagai akiiat tidak adanya modal (kapitaI), teknologi dan keterampilan 
dikalangan masyarakat desa Dan pembangunan desa dapat direalisasikan dengan 
cara memberikan fasilitas tersebut Karena dominasi birokrasi pemerintah terlalu 
tinggi, sementara organisasi desa tidak dapat memberikan kontniwinya terhadap 
program secara berarti. Akhirnya, reformasi pertanian memberikan peluang 
kepada para pemilik lahan luas, elit-elit desa dan kelompok kepentingan- 
kepentingan lainnya memperoleh keuntungan progam revolusi hijau yang 
dicanaangkan oleh pemerintah. Masyarakat desa yang miskin didiskriminasikan, 
pengangguran, ketidak setaraan dalam distribusi pendapatan di antara penduduk 
desa karena organisasi desa tidak mempunyai kemampuan dan kontribusi dalam 
memenuhi kebutuhan dasar mereka. 
Hasil kajian diiiga neffara di atas dapat disimpukan bahwa keberhasilan 
land reform di Taiwan dapat menjadi "model edial" dalam melakukan 
pembangunan pdesaan. Organisasi desa bekerja secara efekfif dan pemerintah 
mempunyai keberpihakan yang jelas terhadap kaum miskin. Jika pembangunan 
desa di Thailand dan Fiipina menghasilkan ketidak merataan distribusi 
pendapatan, semakin meluasnya kerniskinan dan pengangguraa, maka sebaliknya 
terjadi di Taiwan. Dinegam ini, pembangunau pedesaan telah mempu 
mengangkat standar kehidupan petani miskin di pedesaan. 
D. Penerapan Otonomi Daerah di lndnesia 
Otonomi daerah di lndonesia telah dilakukan sejak lndonesia Merdeka. 
Hal ini dijelaskan oleh lchsan (1997:17) bahwa, desentralisasi di lndonesia, secara 
yuridis bersurnber dari pada Undang-undang Dasar 1945, beserfa penjelasan 
diantaranya disebutkan bahwa, wilayah lndonesia dibagi kedalarn daerah-daerah 
baik yang bersifat otonorn maupun yang bersifit administratif. Sejalan dengan 
itu, Rasy~d (1998) yang berpendapat bahwa dengan desentralisasi pernerintah 
pusat bisa berkonsentrasi pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional 
yang bersifat fundamental saja, dan sudah waktunya pernerintah daerah 
diberikan kepercayaan untuk tampil secara lebih kreatif mernberi rnakna pada 
penyelenggaraan pernerintah dan pembangunan. Upaya ini sudah dilakukan 
berdasarkan perioderisasi, yaitu Periode I: UUD 1945 berlaku sejak ditetapkan 
tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 (Republik lndonesia serikat/RIS), 
Periode II: Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampaai 17 Agustus 1950 (RIS menjadi 
negara kesatuan RI), Periode Ill: UUDS 1950 sampai 5 Juli 1959 (berlakunya Dikrit 
Presedin), Periode VI: UUD 1945 (sejak dirit presiden 5 Juli 1959 sampai 1999), dan 
Periode V: Sejaktahun 1999 U U D  1945 diamendemen. 
Perioderisasi di atas mengikuti danlatan seirmg dengan pembahan politik 
yahg ada saat itu. The Liang Gie (1993) mebagai perkembangan politik menjadi 
enam (6) tahap, yaitu: Masa 17 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 di wilayah RI, 
Masa 17 Agustus s/d 27 Desember 1949 di wilayah R i  dikuasai oleh Pemerintahan 
Hindia Belanda sesudah perang dunia II, Masa 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 
(republik indonesia serikat), Masa 17 Agustus s/d Dikret Presiden 5 Juli 1959, Masa 
sesudah Dikrit Presiden 5 Juli 1959 s/d Tahun 1965, dan Masa Orde Baru (1965 s/d 
1998). Snrjono dan Trilaksono Nugroho, 2008; 29 memberikan beberapa contoh 
model program pembangunan dalam mengimplimentasikan berbagai kebijakan di 
atas darj, seperti: Inpres Desa Tertinggal (lDT) yang dimulai sejak revelita VI, 
dimana setiap daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000 per 
tahun sebagai dana bergulir, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang 
sekarang digangi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program 
Pembangnnan Kecamatan (PNPM-PPK) yang sekarang diganti nama dengan 
Program Pembangunan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM- 
Mandiri), Program Peugembangan Kemiskinan Perkotaan (p2KP), Jaringan 
Pengaman Sosial (JPS), Proyek Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Pengembangan 
Wilayah (PPW), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani d m  Nelayan Kecil 
(P4K), Bantuan Tunai Langsnng (BLT), Bantuan Beras untuk Orang Miskin 
(Raskin), Tramper sumber pembangunan dari pusat ke daerah dalam bentuk 
INPRES, Program Menuutasan Kemiskinan, Kebodohan dan Infiastiukhu WI) 
khususnya di provinsi Riau. 
Model-model di atas terlihat sangat jelas, bahwa intervensi dari atas 
sengat domind Dwiyanto (1999, Pemungkas (2005) dan Widianingsih (2003) 
menegaskan bahwa program Inpres yang secara teoritii me~pakan intenremi 
kebijakan pemerintah pusat dalam menutupi kesenjangan antar daerah belum bisa 
dikatakan berhasil karena keberlanjutannya tidak ada Kegagalan lain disebabkan 
oleh pendekatan yang digunakan sering kali menyebabkan masyarakat tergantung 
kepada bantuan pemerintah Selain itu, keterbatasan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan Inpres menyebabkan tujuan dan sasaran Inpres tidak sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat lokaL Penerapannya, sejak tanggal 20 Mei 1998 s/d 20 
Oktober 1999 (kepemimpinaan B.J. Habibie), disambung oleh KH. Abdurrabman 
Wahid dan Megawati serta Susilo Bambang Yudiono (2004 sampai sekarang) 
banyak terjadi pe~bahan-pembahan, misalnya amedemen UUD 1945, deinokrasi, 
tramparansi, multi partai, sistem pemilu, otonomi daerah, fungsi dan peranan 
DPlUDPRD, hapusnya dwifungsi ABRI (pemisahan TNI dan POLRI), termasuk 
sistem pengawasan, baik langsung maupun tidak langsung, pertikal maupun 
herizontal mulai dari Presiden, Wapres, DPR, BPK, KPK, Bawasda, Bawasprov, 
Timtastipikor, Irjen, Dirjen, Polisl, Jaksa, E M , ,  Pers, UKP3R (unit kerja presiden untuk 
pengelolaan program dan percepatan repormasi, Badan, termasuk pengawasan 
langsung dan lain-lain. 
&siI jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyimpnlkan 
bahwa pelaksanaan otonomi daerah gaga1 memberikan kesejahteraan terhadap 
rakyat (Media Indonesia, W e t  2007). Menurut LSI, dari 1.109 responden yang 
diswvei, mayoritas mengatakan otoqomi daerah hanya berdampak positifterhadap 
aspek keamanan dan pemberantasan kompsi Aspek pendidikan, kesehatan, 
pengangguan, dan kemiskinan dinilai justru lebih parah jika dibandingkan dengan 
system sentralisasi di masa Orde Baru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan pada tahun 2001 terhadap 26 
Provinsi dan 30 Provinsi yang ada di Indonesia membulctikan bahwa nilai 
tambah merefleksikan produktivitas perekanomian, setidaknya dalam 
jangka pendek, akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan 
daya saing dalam jangka panjang, kemakmuran suatu daerah 
mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu, dan kompetisi yang didorong 
mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. 
Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan 
semakin kompetitif pemsahaan-perusabaan yang akan bersaing secara 
intemasional maupun domestik 
Dari indikator perekonomian daerah (Provinsi Bali, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur dan Provinsi Sumatera Selatan) menunjukan adanya kombinasi 
antara dua atau tiga sub indikator dengan kinerja tinggi, dan selebihnya dengan 
kinerja di bawah rata-rata nasional Bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, aspek 
biaya hidup dan tingkat tabungan relatif memiliki peringkat yang tinggi secara 
uasional tetapi ha1 ini tidak didukung oleh k i i a  sektoral nilai tambah maupun 
tingkat investasi Propinsi Bali kuat dalam hal aspek tabungan dan kineja 
sektoral, dengan diduknng oleh tingat biaya hidup yang relatif murah 
dibandingkan banyak daerah lain Meskipun Provinsi Sumatra Selatan cukup 
koadusif dari sisi investasi nilai tambah dan pengeluaran kommsi  konsumsi, 
namun tidak didukung oleh kinerja sektoralnya, dan terhambat oleh laju inflasi 
yang tinggi. 
Untuk tiga provinsi dengan peringkat perekonomian daerah yang 
terbawah, y a k  Provinsi Nusa Tenggara barat, Bengkulu, dan Maluku, hampir 
semua sub-indikatomya berada pada peringkat yang sangat rendah Kinerja 
perekonomian daerah tidak digerakkan oleh mvestasi ataupun konsnmsi, sehingga 
perekonomian daerah praktii berada pada posisi yang stagnan Kinerja 
perekonomian daerah yang rendah ini kemudian lebih diperbumk lagi oleh tingkat 
biaya hidup yang relatif tinggi, kecuali untuk Propinsi Maluku. Kepulauan 
Sulawesi yang diwakili oleh Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 
Tenggara, dan Sulawesl Utara, menduduki peringkat yang bervariasi. Sulawesi 
Selatan menduduki peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Utara, 
Tenggara, dan Tengah. Daerah ini berada di peringkat kelO. Keunggdan utama 
terletak pada sub indikator investasi, dengan pehgkat ke 2, ditambah dengan 
tabungan dan nilai tambah. Sulawesi Tengah menduduki peringat terbawah 
dibanding dengan tiga Propinsi Sulawesi lainnya. Hampir semua sub indikator 
daerah ini lemah, kecuali tingkat biaya hidup yang relatif lebih rendah. Yang 
terlemah adalah rendahnya tingkat konsumsi yang mencapai peringkat 24, artinya 
dua dari bawah. Dernikian pula untuk indikator Sumber Daya Manusia diukur 
melalui ketersediaan dan kualitas snmber daya manusia. Faktor-faktor SDM 
ini mempengaruhi daya saing berdasarkan prinsip-prinsip berikut: Angkatan 
kerja dalam jumlah besar dan berkualitas &an meningkatkan daya saing 
suatu daerah, pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam 
meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, sikap dan nilai yang dianut oleh 
tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah, dan Kualitas hidup 
masyarakat suatu daerah meaentukan daya saing daerah tersebut. 
Provinsi-provinsi dengan peringkat indikator SDM yang tinggi, umumnya 
memiliki kuantitas penduduk yang rendah, tetapi di lain pihak memiliki kualitas 
penduduk yang baik. Sementara itu, pada provinsi-provpinsi dengan peringkat 
menengah maupun rendah, yang terjadi adalah sebaliknya, di mana peringkat 
kuantitas SDM cenderung berada di atas, sementara kualitasnya berada di bawah 
rata-rata nasional. Namun interpretasi yang paling utama adalah jika kita ingin 
membangun perekonomian, maka kualitas sumber daya manusia jangan 
diabaikan, demikian pula jika ingin mengembangan sumber daya manusia, 
juga tidak bisa mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki 
daya saing menduduki peringkat ke 1 (satu), sedangkan yang paling 
rendah daya saingnya menduduki peringkat terndah. J i i  diberi peringkat, 
maka Manajemen dan Ekonomi menduduki peringkat I , Sumber Daya Manusia 
peringkat ]I, Iptek peringkat III, Perekonomian Daerah peringkat IV, Infra 
Struktur dan Sumber Daya Alam peringkat ke V, Sistem Keuangan peringkat ke 
Keterbukaan peringkat ke W, Kelembagaan peringkat ke Vm, dan yang 
tefakhir Governance dan Kebijakan Pemerintah peringkat ke IX. Makna dari hasil 
perhitungan ini adalah bahwa berhasil atau tidaknya pembangunan suatu daerah 
lebih banyak terkait dengan aktivitas masyarakat dalarn berusaha, sumber daya 
manusianya, serta perkembangan teknologi. Peran penIe~tah diperlukan, namun 
lebih banyak bertindak sebagai falitator. 
E. Penutup 
Fungsi Pemerintah sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan 
(senrice), pemeberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). 
Kemakkmuran suatu daerah (bangsa) bnkan diiebabkan oleh akumulasi harta dan 
kekayaan, melainkan dengan cara membangun Iebih banyak tenaga yang 
produktif. Tenaga produktif adalah tenaga yang memiliki karya kreatif, inovatif, 
pemahaman atas kekuasaan dan hukum, hhak dan kewajiban masyarakat, 
efektivitas penyelenggaraan pemerintah, ilmu dan kebudayaan, dan sikap terhadap 
hak azazi rnanusia serta mentaati noma-Lorma yang berlaka 
Pemerintahan daerah yang demokratis dapat dilihat dari dua Aspek 
Pertama, demolrrasi dalam proses; apabila pemerintah daerah mampu membuka 
peluang bagi keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebiajakan, terrnasuk 
mengkritisi implimecltasi kebijakan daerah, Kedua, demohsi secara substantiE; 
semua kebijakan daerah menceminkan a s p h i  masyarakat. Pemerintahan yang 
akuntabel terlihat dari menerapan semua ketentuan dan prosedur yang dijalankan 
secara bertanggungjawab kepada publik. 
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